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ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini untuk
mengetahui pengaturan hukum mengenai
bentuk-bentuk tindak pidana informasi dan
dokumen elektronik dan pemberlakuan sanksi
hukum akibat melakukan tindak pidana
informasi dan dokumen elektronik. Dengan
menggunakan metode penelitian hukum
normatif, disimpulkan: 1) Bentuk-bentuk tindak
pidana informasi dan dokumen elektronik,
dapat menimbulkan kerugian terhadap orang
lain sehingga pemberlakuan sanksi pidana
terhadap para pelaku yang telah terbukti secara
sah melakukan tindak pidana merupakan
bagian dari upaya penegakan hukum untuk
menjamin perlindungan hukum terhadap hak-
hak orang lain yang telah dirugikan. Demikian
pula berkaitan dengan tindak pidana yang
melanggar kesusilaan dan perjudian tentunya
perlu dilakukan pemeriksaan dan penindakan
terhadap para pelaku untuk menjamin adanya
penghortmatan terhadap harkat dan martabat
manusia; 2) Sanksi hukum akibat melakukan
tindak pidana informasi dan dokumen
elektronik seperti sanksi pidana penjara dan
pidana denda dimaksudkan untuk memberikan
efek jera bagi pelaku tindak pidana dan bagi
pihak-pihak lain merupakan suatu peringatan
untuk tidak melakukan perbuatan yang sama
karena dapat menimbulkan keresahan, bagi
masyarakat dan kerugian secara pribadi bagi
orang lain.

Kata kunci: Sanksi hukum, tindak pidana
Informasi dan dokumen elektronik

PENDAHULUAN
A. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016
tentang Perubahan Atas Undang-Undang
Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan
Transaksi Elektronik. Pasal 4. Pemanfaatan
Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik
dilaksanakan dengan tujuan untuk:
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a. mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai
bagian dari masyarakat informasi dunia;

b. mengembangkan perdagangan dan
perekonomian nasional dalam rangka
meningkatkan kesejahteraan masyarakat;

c. meningkatkan efektivitas dan efisiensi
pelayanan publik;

d. membuka kesempatan seluas-luasnya
kepada setiap Orang untuk memajukan
pemikiran dan kemampuan di bidang
penggunaan dan pemanfaatan Teknologi
Informasi seoptimal mungkin dan
bertanggung jawab; dan

e. memberikan rasa aman, keadilan, dan
kepastian hukum bagi pengguna dan
penyelenggara Teknologi Informasi.

Kegiatan melalui media sistem elektronik,
yang disebut juga ruang siber (cyber space),
meskipun bersifat virtual dapat dikategorikan
sebagai tindakan atau perbuatan hukum yang
nyata. Secara yuridis kegiatan pada ruang siber
tidak dapat didekati dengan ukuran dan
kualifikasi hukum konvensional saja sebab jika
cara ini yang ditempuh akan terlalu banyak
kesulitan dan hal yang lolos dari pemberlakuan
hukum. Kegiatan dalam ruang siber adalah
kegiatan virtual yang berdampak sangat nyata
meskipun alat buktinya bersifat elektronik.
Dengan demikian, subjek pelakunya harus
dikualifikasikan pula sebagai Orang yang telah
melakukan perbuatan hukum secara nyata.
Dalam kegiatan e-commerce antara lain dikenal
adanya dokumen elektronik yang
kedudukannya disetarakan dengan dokumen
yang dibuat di atas kertas. Berkaitan dengan hal
itu, perlu diperhatikan sisi keamanan dan
kepastian hukum dalam pemanfaatan teknologi
informasi, media, dan komunikasi agar dapat
berkembang secara optimal. Oleh karena itu,
terdapat tiga pendekatan untuk menjaga
keamanan di cyber space, yaitu pendekatan
aspek hukum, aspek teknologi, aspek sosial,
budaya, dan etika. Untuk mengatasi gangguan
keamanan dalam penyelenggaraan sistem
secara elektronik, pendekatan hukum bersifat
mutlak karena tanpa kepastian hukum,
persoalan pemanfaatan teknologi informasi
menjadi tidak optimal.?

Bentuk-bentuk melakukan tindak pidana
informasi atau dokumen elektronik apabila

3Penjelasan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008
tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.
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telah terbukti secara sah dilakukan oleh pelaku
melalui suatu proses peradilan pidana, maka
dapat dikenakan sanksi hukum akibat
melakukan tindak pidana informasi atau
dokumen elektronik. Hal ini merupakan
jaminan perlindungan hukum terhadap pihak-
pihak yang telah dirugikan akibat penggunaan
informasi dan dokumen elektronik yang
melanggar hukum sebagaimana diatur dalam
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11
Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi
Elektronik.

B. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimanakah bentuk-bentuk tindak pidana
informasi dan dokumen elektronik yang
dapat dikenakan sanksi hukum ?

2. Bagaimanakah sanksi  hukum  akibat
melakukan tindak pidana informasi dan
dokumen elektronik ?

C. METODE PENELITIAN
Penelitian hukum normatif digunakan dalam

menyusun penulisan ini. Metode penelitian

hukum normatif menggunakan bahan-bahan
hukum vyang dikumpulkan melalui studi
kepustakaan dan terdiri dari:

1. Bahan-bahan hukum primer: peraturan
perundang-undangan di bidang Informasi
dan Transaksi Elektronik;

2. Bahan-bahan hukum sekunder: literatur-
literatur, karya-karya ilmiah hukum, jurnal
hukum dan referensi ilmu hukum lainnya
yang membahas bentuk-bentuk tindak
pidana informasi dan dokumen elektronik
dan sanksi hukum akibat melakukan tindak
pidana informasi dan dokumen elektronik.

3. Bahan-bahan hukum tersier: kamus umum
dan kamus hukum.

PEMBAHASAN
A. Bentuk-Bentuk Tindak Pidana Informasi
Atau Dokumen Elektronik
Pemanfaatan Teknologi Informasi, media,
dan komunikasi telah mengubah baik perilaku
masyarakat maupun peradaban manusia secara
global. Perkembangan teknologi informasi dan
komunikasi telah pula menyebabkan hubungan
dunia menjadi tanpa batas (borderless) dan
menyebabkan perubahan sosial, ekonomi, dan
budaya secara signifikan berlangsung demikian

cepat. Teknologi Informasi saat ini menjadi
pedang bermata dua karena selain memberikan
kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan,
kemajuan, dan peradaban manusia, sekaligus
menjadi sarana efektif perbuatan melawan
hukum.*

Perbuatan yang dilarang oleh undang-
undang ini berkaitan dengan informasi
elektronik adalah mendistribuksikan atau
mentransmisikan atau membuat diaksesnya
informasi elektronik yang muatannya berisi
melanggar kesusilaan, muatan perjudian,
penghinaan atau pencemaran nama baik atau
pemerasan dan/atau pengancaman. Muatan
yang berisi melanggar kesusilaan di antaranya
adalah penayangan gambar-gambar porno
dalam situs-situs internet maupun di telepon
seluler.”

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016
Tentang Perubahan Atas Undang-Undang
Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan
Transaksi Elektronik, Pasal 45 ayat:

(1) Setiap Orang yang dengan sengaja dan
tanpa hak mendistribusikan dan/atau
mentransmisikan dan/ atau membuat
dapat diaksesnya Informasi Elektronik
dan/atau Dokumen  Elektronik yang
memiliki muatan yang melanggar
kesusilaan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 27 ayat (1)

(2) Setiap Orang yang dengan sengaja dan
tanpa hak mendistribusikan dan/atau
mentransmisikan dan/atau membuat dapat
diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau
Dokumen Elektronik yang memiliki muatan
perjudian sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 27 ayat (2)

(3) Setiap Orang yang dengan sengaja dan
tanpa hak mendistribusikan dan/atau
mentransmisikan dan/atau membuat dapat
diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau
Dokumen Elektronik yang memiliki muatan
penghinaan dan/atau pencemaran nama
baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27
ayat (3)

(4) Setiap Orang yang dengan sengaja dan
tanpa hak mendistribusikan dan/atau

4Penjelasan Penjelasan Atas Undang-Undang Nomor 11
Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.

> Siswanto Sunarso, Hukum Informasi dan Transaksi
Elektronik (Studi Kasus: Prita Mulyasari). Rineka Cipta,
2009, Jakarta. hal. 135.




mentransmisikan dan/ atau membuat

dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/

atau Dokumen Elektronik yang memiliki
muatan pemerasan dan/atau pengancaman
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat

(4)

(5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) merupakan delik aduan.
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016

Tentang Perubahan Atas Undang-Undang

Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan

Transaksi Elektronik. Pasal 45A ayat:

(1) Setiap Orang yang dengan sengaja dan
tanpa hak menyebarkan berita bohong dan
menyesatkan yang mengakibatkan kerugian
konsumen dalam Transaksi Elektronik
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat
(1)

(2) Setiap Orang yang dengan sengaja dan
tanpa hak menyebarkan informasi yang
ditujukan  untuk  menimbulkan rasa
kebencian atau permusuhan individu
dan/atau kelompok masyarakat tertentu
berdasarkan atas suku, agama, ras, dan
antargolongan (SARA) sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2)

Pasal 45B. Setiap Orang yang dengan
sengaja dan tanpa hak mengirimkan Informasi
Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang
berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti
yang ditujukan secara pribadi sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 29.

Pengertian perkara ialah persoalan atau
perkara yang perlu diselesaikan atau
dibereskan. ® Peristiwa hukum adalah semua
peristiwa  atau  kejadian yang dapat
menimbulkan akibat hukum, antara pihak-pihak
yang mempunyai hubungan hukum.’ Suatu
akibat yang ditimbulkan oleh adanya suatu
hubungan hukum memberikan hak dan
kewajiban yang telah ditentukan oleh undang-
undang, sehingga kalau dilanggar akan
berakibat, bahwa orang yang melanggar itu
dapat dituntut di muka pengadilan.?

Untuk terciptanya atau kepastian hukum,
syarat utama yang harus dipenuhi adalah
adanya hukum atau peraturan perundangan

®Sudarsono. Kamus Hukum. PT. Rineka Cipta. Jakarta.
2009. hal. 355.

7Soedjono Dirdjosisworo, Pengantar lImu Hukum, Ed. 1.
Cet. 13. PT. RadjaGrafindo. Jakarta. 2010, hal. 131.

® Ibid, hal. 131-132.

Lex Crimen Vol. VIlII/No. 6/Jun/2019

yang mengaturnya dengan jelas. Kadang-
kadang, masih ada hal-hal yang sangat penting,
tetapi tidak dimuat di dalam peraturan
perundang-undangan. Hal tersebut bisa
disebabkan oleh dinamika kehidupan
masyarakat yang lebih cepat dibandingkan
dengan saat penetapan peraturan perundangan
yang bersangkutan. Keadaan seperti ini
mengharuskan badan-badan peradilan (hakim)
untuk melakukan tindakan guna mencapai
keadilan. Untuk mencapai ke arah itu, hakim
dapat melakukan pembentukan hukum,
pengisian, kekosongan hukum, melakukan
konstruksi hukum atau harus menafsirkan
hukum. Semua ini dilakukan hanya untuk
terciptanya suatu kepastian hukum dalam
masyarakat.’

Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang
Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008
Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
Pasal 45 sampai dengan Pasal 50 bentuk-
bentuk tindak pidana informasi dan dokumen
elektronik, yakni setiap orang yang dengan
sengaja dan tanpa hak mendistribusikan
dan/atau mentransmisikan dan/ atau membuat
dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau
Dokumen Elektronik yang memiliki:

1. Muatan vyang melanggar kesusilaan,
perjudian, penghinaan dan/atau
pencemaran nama baik, pemerasan
dan/atau pengancaman.

2. Menyebarkan berita bohong dan
menyesatkan yang mengakibatkan kerugian
konsumen,

3. Informasi yang ditujukan untuk
menimbulkan  rasa  kebencian  atau
permusuhan individu dan/atau kelompok
masyarakat tertentu berdasarkan atas
suku, agama, ras, dan antargolongan
(SARA),

4. Mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau
Dokumen Elektronik yang berisi ancaman
kekerasan atau menakut-nakuti yang
ditujukan secara pribadi.

5. Perbuatan dengan sengaja dan tanpa hak
atau melawan hukum mengakses Komputer
dan/atau Sistem Elektronik milik Orang lain
dengan cara apa pun atau tujuan untuk

® Wawan Muhwan Hariri, Pengantar llmu Hukum, Cet. 1.
CV. Pustaka Setia Bandung. 2012. hal. 199.
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10.

11.

12.

13.

memperoleh Informasi Elektronik dan/atau
Dokumen Elektronik,

Melanggar, menerobos, melampaui, atau
menjebol sistem pengamanan,

Melakukan intersepsi atau penyadapan
atas Informasi  Elektronik  dan/atau
Dokumen Elektronik dalam suatu Komputer
dan/atau Sistem Elektronik tertentu milik

Orang lain.

Mengubah, menambah, mengurangi,
melakukan transmisi, merusak,
menghilangkan, memindahkan,
menyembunyikan suatu Informasi

Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik
milik Orang lain atau milik publik.

Memindahkan atau mentransfer Informasi
Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik
kepada Sistem Elektronik Orang lain yang
tidak berhak dan mengakibatkan
terbukanya suatu Informasi Elektronik
dan/atau Dokumen Elektronik yang bersifat
rahasia menjadi dapat diakses oleh publik

dengan keutuhan data vyang tidak
sebagaimana mestinya.
Mengakibatkan  terganggunya  Sistem

Elektronik dan/atau mengakibatkan Sistem
Elektronik menjadi tidak bekerja
sebagaimana mestinya.

Perbuatan dengan sengaja dan tanpa hak
atau melawan hukum memproduksi,
menjual, mengadakan untuk digunakan,
mengimpor, mendistribusikan,
menyediakan, atau memiliki: perangkat
keras atau perangkat lunak Komputer yang
dirancang atau secara khusus
dikembangkan untuk memfasilitasi
perbuatan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 27 sampai dengan Pasal 33;

Sandi lewat Komputer, Kode Akses, atau hal
yang sejenis dengan itu yang ditujukan agar
Sistem Elektronik menjadi dapat diakses
dengan tujuan memfasilitasi perbuatan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27
sampai dengan Pasal 33.

Melakukan manipulasi, penciptaan,
perubahan, penghilangan, pengrusakan
Informasi Elektronik dan/atau Dokumen
Elektronik dengan tujuan agar Informasi
Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik
tersebut dianggap seolah-olah data yang
otentik.

14. Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak
atau melawan hukum melakukan
perbuatan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 27 sampai dengan Pasal 34 yang
mengakibatkan kerugian bagi orang lain.

B. Sanksi Hukum Akibat Melakukan Tindak
Pidana Informasi Atau Dokumen Elektronik
Untuk menjaga agar peraturan-peraturan itu

dapat berlangsung terus-menerus dan diterima
oleh seluruh anggota masyarakat, aturan
hukum yang ada harus sesuai dan tidak boleh
bertentangan dengan rasa keadilan
masyarakat. Dengan  demikian,  hukum
bertujuan untuk menjamin adanya kepastian
hukum dalam  masyarakat dan harus
bersendikan pada keadilan yaitu rasa keadilan
masyarakat.™

Penegakan hukum (pidana) meliputi tiga
tahap.Tahap pertama, tahap formulasi yakni
tahap penegakan hukum in abtracto oleh
badan pembuat undang-undang (tahap
legislatif).Tahap kedua, tahap aplikasi yakni
tahap penerapan hukum pidana oleh para
aparat penegak hukum mulai dari kepolisian,
kejaksaan sampai pengadilan (tahap
yudikatif).Tahap ketiga, tahap eksekusi, yakni
tahap pelaksanaan hukum pidana secara
konkret oleh aparat-aparat pelaksana pidana
(tahap eksekutif atau administrasi)."*

Sanksi pidana, strafsanctie, yaitu akibat
hukum terhadap pelanggaran ketentuan pidana
yang berupa pidana dan/atau tindakan.
Pidana (Straf): hukuman vyang dijatuhkan
terhadap orang vyang terbukti bersalah
melakukan delik berdasarkan putusan yang
berkekuatan hukum tetap.®* Tindak pidana;
delik, delict; delikt; offence: perbuatan yang
dilarang dan diancam dengan pidana oleh
undang-undang.**

Beberapa sarjana hukum mengemukakan
tentang tujuan hukum pidana, ialah:

a. Untuk menakut-nakuti orang jangan sampai
melakukan kejahatan, baik dengan menakut-
nakuti orang banyak (generale preventie),

YArus Akbar Silondae dan Wirawan B. Ilyas. Pokok-Pokok
Hukum Bisnis. Salemba Empat. Jakarta. 2011. hal. 3.

1 Aziz Syamsuddin. Tindak Pidana Khusus. Sinar Grafika.
Jakarta. 2011. hal. 2-3.

12 Andi Hamzah, Terminologi Hukum Pidana, (Editor)
Tarmizi, Ed. 1. Cet. 1. Sinar Grafika, Jakarta, 2008.hal. 138.
" Ibid, hal. 119.

' Ibid, hal. 164.




maupun secara menakut-nakuti orang

tertentu yang sudah menjalankan kejahatan,

agar dikemudian hari tidak melakukan
kejahatan lagi (special prventie);

b. Untuk mendidik atau memperbaiki orang-
orang yang suka melakukan kejahatan agar
menjadi orang yang baik tabiatnya, sehingga
bermanfaat bagi masyarakat;

€. Untuk mencegah dilakukannya tindak pidana
demi pengayoman negara, masyarakat dan
penduduk, yakni:

1) Untuk membimbing agar terpidana insaf
dan menjadi anggota masyarakat yang
berbudi baik dan berguna;

2) Untuk menghilangkan noda-noda yang
diakibatkan oleh tindak pidana.®

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016

Tentang Perubahan Atas Undang-Undang

Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan

Transaksi Elektronik, Pasal 45 ayat:

(1) Setiap Orang yang dengan sengaja dan
tanpa hak mendistribusikan dan/atau
mentransmisikan dan/ atau membuat
dapat diaksesnya Informasi Elektronik
dan/atau  Dokumen  Elektronik yang
memiliki muatan yang melanggar
kesusilaan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 27 ayat (1) dipidana dengan pidana
penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/
atau denda paling banyak Rp
1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

(2) Setiap Orang yang dengan sengaja dan
tanpa hak mendistribusikan dan/atau
mentransmisikan dan/atau membuat dapat
diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau
Dokumen Elektronik yang memiliki muatan
perjudian sebagaimana dimalsud dalam
Pasal 27 ayat (2) dipidana dengan pidana
penjara paling lama 6 (enam) tahun
dan/atau denda paling banyak
Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

(3) Setiap Orang yang dengan sengaja dan
tanpa hak mendistribusikan dan/atau
mentransmisikan dan/atau membuat dapat
diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau
Dokumen Elektronik yang memiliki muatan
penghinaan dan/atau pencemaran nama
baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27
ayat (3) dipidana dengan pidana penjara

3 siswantoro Sunarso, Penegakan Hukum Psikotropika,
Dalam Kajian Sosiologi Hukum, PT. RajaGrafindo Persada,
Jakarta, 2004, hal. 73.
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paling lama 4 (empat) tahun dan/atau

denda paling banyak Rp750.000.000,00

(tujuh ratus lima puluh juta rupiah).

(4) Setiap Orang yang dengan sengaja dan
tanpa hak mendistribusikan dan/atau
mentransmisikan dan/ atau membuat
dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/
atau Dokumen Elektronik yang memiliki
muatan pemerasan dan/atau pengancaman
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat
(4) dipidana dengan pidana penjara paling
lama 6 (enam) tahun dan/atau denda
paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu
miliar rupiah).

(6) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) merupakan delik aduan.

Pasal 45A ayat:

(1) Setiap Orang yang dengan sengaja dan
tanpa hak menyebarkan berita bohong dan
menyesatkan yang mengakibatkan kerugian
konsumen dalam Transaksi Elektronik
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat
(1) dipidana dengan pidana penjara paling
lama 6 (enam) tahun dan/atau denda
paling banyak Rp 1.000. 000.000,00 (satu
miliar rupiah).

(2) Setiap Orang yang dengan sengaja dan
tanpa hak menyebarkan informasi yang
ditujukan  untuk  menimbulkan rasa
kebencian atau permusuhan individu
dan/atau kelompok masyarakat tertentu
berdasarkan atas suku, agama, ras, dan
antargolongan (SARA) sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 28 ayat (21 dipidana
dengan pidana penjara paling lama 6
(enam) tahun dan/ atau denda paling
banyak Rp 1. 000.000. 000,00 (satu miliar
rupiah).

Pasal 45B. Setiap Orang vyang dengan
sengaja dan tanpa hak mengirimkan Informasi
Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang
berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti
yang ditujukan secara pribadi sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 29 dipidana dengan
pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun
dan/ atau denda paling banyak
Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta
rupiah).

Sanksi, sanctie, ialah akibat hukum bagi
pelanggar ketentuan undang-undang. Ada
sanksi administrasi, ada sanksi perdata dan ada
sanksi pidana. Sanksi pidana, strafsanctie, ialah
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akibat hukum terhadap pelanggaran ketentuan
pidana vyang berupa pidana dan/atau
tindakan.'®

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008
Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik,
Pasal 46 ayat:

(1) Setiap Orang vyang memenuhi unsur
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat

(1) dipidana dengan pidana penjara paling

lama 6 (enam) tahun dan/atau denda

paling banyak Rp600.000.000,00 (enam
ratus juta rupiah).

(2) Setiap Orang vyang memenuhi unsur
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat

(2) dipidana dengan pidana penjara paling

lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling

banyak Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta
rupiah).

(3) Setiap Orang vyang memenuhi unsur
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat

(3) dipidana dengan pidana penjara paling

lama 8 (delapan) tahun dan/atau denda

paling banyak Rp800.000.000,00 (delapan
ratus juta rupiah).

Pasal 47. Setiap Orang yang memenuhi
unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31
ayat (1) atau ayat (2) dipidana dengan pidana
penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun
dan/atau denda paling banyak
Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah).

Pasal 48 ayat:

(1) Setiap Orang yang memenuhi unsur
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat

(1) dipidana dengan pidana penjara paling

lama 8 (delapan) tahun dan/atau denda

paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua
miliar rupiah).

(2) Setiap Orang vyang memenuhi unsur
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat

(2) dipidana dengan pidana penjara paling

lama 9 (sembilan) tahun dan/atau denda

paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga
miliar rupiah).

(3) Setiap Orang vyang memenuhi unsur
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat

(3) dipidana dengan pidana penjara paling

lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda

paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima
miliar rupiah).

% Andi Hamzah, Terminologi Hukum Pidana, Op.Cit, hal.
138.

Pasal 49. Setiap Orang yang memenuhi
unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33,
dipidana dengan pidana penjara paling lama 10
(sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak
Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar
rupiah).Pasal 50. Setiap Orang yang memenubhi
unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34
ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling
lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling
banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar
rupiah). Pasal 51 ayat:

(1) Setiap Orang vyang memenuhi unsur
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35
dipidana dengan pidana penjara paling
lama 12 (dua belas) tahun dan/atau denda
paling banyak Rp12.000.000.000,00 (dua
belas miliar rupiah).

(2) Setiap Orang vyang memenuhi unsur
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36
dipidana dengan pidana penjara paling
lama 12 (dua belas) tahun dan/atau denda
paling banyak Rp12.000.000.000,00 (dua
belas miliar rupiah).

Pasal 52 ayat:

(1) Dalam hal tindak pidana sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1)
menyangkut kesusilaan atau eksploitasi
seksual terhadap anak  dikenakan
pemberatan sepertiga dari pidana pokok.

(2) Dalam  hal perbuatan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 30 sampai dengan
Pasal 37 ditujukan terhadap Komputer
dan/atau Sistem Elektronik serta Informasi
Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik
milik Pemerintah dan/atau yang digunakan
untuk layanan publik dipidana dengan
pidana pokok ditambah sepertiga.

(3) Dalam  hal perbuatan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 30 sampai dengan
Pasal 37 ditujukan terhadap Komputer
dan/atau Sistem Elektronik serta Informasi
Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik
milik Pemerintah dan/atau badan strategis
termasuk dan tidak terbatas pada lembaga
pertahanan, bank sentral, perbankan,
keuangan, lembaga internasional, otoritas
penerbangan diancam dengan pidana
maksimal ancaman pidana pokok masing-
masing Pasal ditambah dua pertiga.

(4) Dalam hal tindak pidana sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 27 sampai dengan
Pasal 37 dilakukan oleh korporasi dipidana
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dengan pidana pokok ditambah dua

pertiga.

Sanksi hukum akibat melakukan tindak

pidana informasi atau dokumen elektronik
telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 19
Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang
Informasi dan Transaksi Elektronik. Apabila
terjadi tindak pidana informasi atau dokumen
elektronik, maka terhadap pelakunya akan
dilakukan pemeriksaan sesuai dengan tahapan
peradilan pidana, yaitu penyelidikan,
penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di
muka pengadilan.
Apabila telah terbukti secara sah tindak pidana
yang dilakukan oleh pelaku telah memenuhi
unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur
dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016
Tentang Perubahan Atas Undang-Undang
Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan
Transaksi  Elektronik, maka pemberlakuan
sanksi pidana penjara atau pidana denda dapat
dikenakan terhadap pelaku.

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Bentuk-bentuk tindak pidana informasi dan
dokumen elektronik, dapat menimbulkan
kerugian terhadap orang lain sehingga
pemberlakuan sanksi pidana terhadap para
pelaku yang telah terbukti secara sah
melakukan tindak pidana merupakan bagian
dari upaya penegakan hukum untuk
menjamin perlindungan hukum terhadap
hak-hak orang lain yang telah dirugikan.
Demikian pula berkaitan dengan tindak
pidana yang melanggar kesusilaan dan
perjudian  tentunya perlu dilakukan
pemeriksaan dan penindakan terhadap para
pelaku untuk menjamin adanya
penghortmatan terhadap harkat dan
martabat manusia.

2. Sanksi hukum akibat melakukan tindak
pidana informasi atau dokumen elektronik
seperti sanksi pidana penjara dan pidana
denda dimaksudkan untuk memberikan efek
jera bagi pelaku tindak pidana dan bagi
pihak-pihak lain merupakan suatu
peringatan untuk  tidak melakukan
perbuatan yang sama karena dapat
menimbulkan keresahan, bagi masyarakat
dan kerugian secara pribadi bagi orang lain.
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B. SARAN

1. Bentuk-bentuk tindak pidana informasi atau
dokumen elektronik perlu dicegah melalui
peningkatan peran pemerintah untuk
melindungi kepentingan umum dari segala
jenis gangguan sebagai akibat
penyalahgunaan Informasi Elektronik dan
Transaksi Elektronik yang mengganggu
ketertiban umum dan pemerintah wajib
melakukan pencegahan penyebarluasan dan
penggunaan informasi elektronik dan/atau
dokumen elektronik yang memiliki muatan
yang dilarang sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan termasuk
melakukan pemutusan akses dan/atau
memerintahkan  kepada Penyelenggara
Sistem  Elektronik  untuk  melakukan
pemutusan akses terhadap informasi
elektronik dan/ atau dokumen elektronik
yang memiliki muatan yang melanggar
hukum.

2. Pemberlakuan  sanksi  hukum  akibat
melakukan tindak pidana informasi atau
dokumen elektronik perlu diterapkan sesuai
dengan peraturan perundang-undangan
yang berlaku terhadap pihak-pihak yang
telah terbukti secara sah menurut hukum
yang berlaku melakukan tindak pidana.
Pidana penjara dan pidana denda perlu
diberlakukan sesuai dengan ketentuan-
ketentuan hukum vyang berlaku untuk
memberikan efek jera bagi pelaku tindak
pidana.
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